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KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG
MENDAPAT KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

KABUPATEN SUMEDANG PERIODE 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan
Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Periode 2019-2024;

Mengingat...



Mengingat
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan...
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777):

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2021 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021
Nomor S5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor
18);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PERIODE 2019-2024.

KESATU...
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Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumedang Periode 2019-2024, dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pangajuan
Permohonan Bantuan Keuanggan Kepada Partai Politik
sebagaimana dimaksud dalam  Diktum  KESATU,
mempunyai tugas:

a. memverifikasi Keputusan DPP partai politik yang
menetapkan susunan kepengurusan DPC/DPD partai
politik Kabupaten Sumedang yang dilegalisir oleh Ketua
Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
partai politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan
ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga masing-masing partai politik;

b. memverifikasi fotokopi Surat Keterangan Nomor Pokok
Wajib Pajak yang dilegalisir pejabat yang berwenang;

c. memverifikasi Surat Keterangan autentifikasi hasil
penetapan perolehan kursi dan suara partai politik
hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumedang, yang dilegalisir oleh
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumedang;

d. memverifikasi nomor rekening kas umum partai politik
yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan
rekening dari bank yang bersangkutan;

e. memverifikasi rencana penggunaan dana bantuan
keuangan  partai  politik diprioritaskan  untuk
pendidikan politik;

f. memverifikasi laporan realisasi penerimaan dan
pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun Anggaran 2021 yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

g. memverifikasi surat pernyataan Ketua partai politik
yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan
material dalam penggunaan anggaran bantuan
keuangan partai politik serta bersedia dituntut sesuai
peraturan perundang-undangan apabila memberikan
keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani
Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas
materai dengan menggunakan Kop Partai Politik;

h. membuat Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan
persyaratan administrasi dan Berita Acara hasil
verifikasi partai politik, serta menyampaikannya
kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan
persyaratan  administrasi permohonan  bantuan
keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang
tidak terpisahkan; dan

i. mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA...
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Penunjukan Unsur Pelaksana pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang ditetapkan
dengan Surat Perintah dari Kepala Badan tersebut.

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati
Sumedang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pembentukan
Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan
Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik yang
Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang Periode 2019-2024 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 Februari 2022
BUPATI SUMEDANG,
ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUP.’A.'_ITEN SUMEDANG
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DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.

NIP. 19650129 199803 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN

BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PERIODE 2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT
KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

SUMEDANG PERIODE 2019-2024

A. Ketua

B. Sekretaris

C. Anggota

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumedang.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang;

1.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Sumedang;

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumedang;

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten
Sumedang;

CEPI DIEN SUBARDINI, S.H.

(Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda
pada Bagian Hukum  Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang);

Siti Komariah, S.Sos., M.S.E., M.A.
(Pengelola Dana pada Badan Keuangan dan Asset
Daerah Kabupaten Sumedang);

Risnawandi, S.H., M.Si.

(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten
Sumedang);

Drs. Dodo Herdiana, M.Si.

(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten
Sumedang;
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Thamrim Haryanto, S.E.

(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten
Sumedang);

Tarya Erawan, S.E., Ak.

(Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten
Sumedang);

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada
Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang; dan

Unsur Pelaksana sebanyak 6 (enam) orang pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR



